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ABSTRAK

Korupsi merupakan fenomena universal (*“'a universal phenomenon ™), dari hasil
cenelitian yvang dilakukan oleh Political and Economic Risk Consultancy (PEERC) dan
Cransparency [nternational (11) Indonesia, menempatkan Indonesia pada posisi negara
szng masih rawan korupsi. Lembaga Kejaksaan memegang peranan sentral dalam
cenanganan perkara tindak pidana korupsi vang dikenal sebagai pengendali proses
serkara (Dominus Lifis) dan pelaksana putusan pidana (executief ambtenaar). Menyadari
centingnya kedudukan Lembaga Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana
corupst, maka Jaksa Agung telah mengeluarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-
<o A/TA/O8/2008 tentang Pembentukan Satuan Khusus Penanganan Perkara Tindak
“idana Korupsi (SATSUS PPTPK) dan Keputusan Jaksa Agung RI No Kep-
FSUAJAMN/2008 tentang Pembentukan SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera
Szrat Permasalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan perkara sebelum
Zzn sesudah dibentuknya SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat
Szzaimana efeklivitas penangan perkara korupsi dengan pembentukan SATSUS PPTPK
Seaksaan Tinggl Sumatera Barat. Faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas
senanganan perkara findak pidana korupsi oleh SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi
sumbar Penyelesaian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penclitian
=usum Yuridis Sosiologis yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian memaparkan bahwa
senznganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebelum
Zzn sesudah pembentukan SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi menunjukan hasil vang
==ztive sama baik dalam hal jumlah dan lama waktu penanganan perkara. Penangan
serwara dengan pembentukan SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tidak
=tzinif setelah kenyataan di lapangan diuji berdasarkan Teon efektifitas hukum, faktor-
“stor vang mempengaruhi serta Teori Peranan Soerjono Soekanto. Faktor-faktor
sendukung dan penghambat efektivitas penangan perkara dengan pembentukan SATSUS
“PTPK Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dipengaruhi oleh faktor internal dan ekternal
2nz pada akhirnya sangat dinonuinasi oleh faktor penghambat yang bersifat internal
Szrzn dari penelitian ini adalah pengefektivan bagian vang sudah ada (tindak pidana
«=usus) merupakan bal yang lebih efektif daripada pembentukan SATSUS PPTPK
Sz zksaan Tinggi Sumatera Barat karena tujuan opltimalisasi penanganan perkara tindak
=cZana korupsi yang dibarapkan tidak tercapai. Lembaga Kejaksaan harus benar-benar
mempersiapkan segala hal seperti yang dinyatakan dalam teori efektivitas Soerjono
Soekanto hila benar-benar ingin mengefektifkan SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggi

==nadi faktor penghambat efektivitas SATSUS PPTPK Kejaksaan Tinggl Sumatera
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BABI

PENDAHULUAN

i} Latar Belakang Masalah

Manusia  dikenal  sebagal  makhluk  vang  bermasvarakat  Didalam
Lehidupan vang berkelompok inilah gejala sosial vang dikenal dengan nama
sorupsi tmbul. hidup, dan berkembang. Untuk kehrdupan vang menvendin

seperty dalam cerita Nobpsene roeso, sudah dapat dipasukan tidak mungkin

rerjadi tindakan korupsi atau yang semacam o Korupsi merupakan “masalah
il tertua’ (e aldest social problem ) dan merupakan fenomena universal

c miversal phencomenen ) vang selalu ada dan melekat pada tap bentuk
—asvarakat Keberadaannya mengikuti sejarah manusia itu sendin

Sehag

ai gejala sostal. korupst merupakan masalah vang sangat kompleks,
care berkaitan dengan berbagal aspek Kehidupan  manusia, seperti politik,

sbonomi, dan budaya sehingpa disebut sebagar penvakit sosial Berheda dengan

cenvakit sosial lainova, korupsi merupakan penvakit sosial yang sangat mudah

w ' ' 1 - '
menular” sebagar penvakit endenmi T Adolfo Beria pernab menyatakan, hahwa

Hendarman Supandj, Medaledn Sembangen Bodaya Anti-Rormps: Schagai Higlan
sen Wohinkan lmegrl Penanpealangan Korupst di Indonesia Omast Penganugerahan Gelar
Dokror HO pada Universitas Dipencgoro, disampaikan pada I8 Juls 2008 (pada disana pennlis
sensehmm korups sehigan switte peiala sosial taps bukan sejala sosial ferioa, karena el
sconhis eepala sostal derui adalah penbunmiliing

© Bahkan dalam peeasmble” Umited Nanoen Convention Agamns) Cormuption 2003 korpss

Sescout schagm Ve iranspadionad phoitebicno)
© I Waierbury, 1976, membedakan tga gems kompse satn dimarany o diber nama
e cornpren. Penksy tulisannvie Cwenpton, Polincal Stabiding ond Developnent:
nrarative faadence from Favpl and Moroeco . dalam magaliah Government and Clppasition,
11, No4  Antumn 19760 bhim 4280 swwweseribd eom:f ]
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